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ABSTRAKSI 

Banyaknya perma~lahanperburuhan yang menarik bila diteliti lebih mendalam. 
Hubungan industrial yang sepenuhnya masih berorientasi pandangan sisi manajerial 
temyata menjadi salah satu faktor kendala yang sangat mengganggu bila terjadi suatu 
konflik perburuhan hingga berdampak pada sisi produktivitas perusahaan. Bukan itu saja 
temyata segal a bentuk penyelesaian yang telah dihasilkan oleh perusahaan banyak yang 
masih berkepanjangan, contohnya saja banyak karyawan ter-PHK yang terus membawa 
masalahnya hingga tingkat pengadilan dengan menganggap pihak perusahaan 
melecehkan atau dengan kata lain telah mengabaikan aspirasi mereka melalui tidak 
adanya pengakuan serikat kerja yang mereka bentuk, yang mana dari sisi perusahaan 
sendiri menganggap hal itu adalah lumrah mengingat belum jelasnya peraturan undang­
undang yang membahas hal tersebut. Memang tidak mudah temyata untuk 
menyelesaikan suatu masalah yang berdasarkan perbedaan aspek pandangan atau 
persepsi. Jika kita coba untuk melihatnya dalam suatu bentuk peta solusi dapat dilihat 
banyaknya perbedaan pandanganyang nampak dari berbagai sisi penyelesaian di antara 
pihak-pihak yang terlibat di dalam masalah. 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara teori kriteria penyelesaian 
serta altematif dalam menyelesaikan masalah perburuhan berdasarkan beberapa kasus 
yang pemah teIjadi di Surabaya selama tahun 1996-1998. Ada tiga bentuk alternatif 
dalam penyelesaian masalah perburuhan yaitu yang meliputi penyelesaian sepihak, 
penyelesaian negosiasi tanpa perantara, dan penyelesaian dengan negosiasi melalui 
mediator atau perantara. Selanjutnya ditentukan suatu variabel kriteria penyelesaian yang 
terdiri dari biaya, waktu dan efektivitas sehingga dapat dilakukan penelitian mengenai 
prioritas dengan menggunakan alat penyelesaian metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Penelitian melalui penyampaian teknik anal isis yang dikembangkan oleh Thomas 
Saaty dilakukan untuk memilih prioritas penyelesaian masalah perburuhan atas dasar tiga 
altematif dan kriteria tersebut. 
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Selanjutnya, penilaian terhadap kriteria dan altematif penyelesaian perburuhan dilakukan 
oleh pihak-pihak responden yang berkepentingan sebagai aktor terkait dimana terdiri 
dari manajer madya, buruh, buruh ter-PHK dan LSM. 
Dari basil penelitian nampak bahwa kriteria penyelesaian ketiga merupakan 
kriteria terbaik yaitu efektivitas penyelesaian dibanding biaya dan waktu, sebab 
karyawan atau responden tidak menginginkan adanya pengulangan kasus yang sarna 
diwaktu yang akan datang dan harapan akan suatu manajemen keterbukaan. Dari basil 
penelitian terhadap alternatif penyelesaian narnpak bahwa alternatif ketiga masih 
merupakan alternatif terbaik yaitu penyelesaian dengan negosiasi yang melibatkan 
mediator, karena karyawan atau responden untuk saat ini tidak mempercayai manajemen 
puncak atau pemilik dalarn berdialog bila tidak ada pihaklain sebagai saksi. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang baik bukan hanya menurut 
aspek yang disebut "true" or "false" saja yakni aspek yang sesuai dengan undang­
undang atau hukum yang berlaku, peraturan perusahaan, konstitusi, dan lain-Iainnya, 
narnun harus dicari penyelesaian yang berlandaskan aspek "right" or "wrong" atau yang 
sesuai dengan etika, moral, maupun kepatutan hidup karena buruh atau karyawan adalah 
seorang manusiajuga yang patut untuk dihargai. 
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